
BUPATI PINRANO 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANO 
NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN AT�.S PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 
7 TAHUN 20!6TENTANG ANCCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PINRANO TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ PINRANG, 

Mcnimbang 

Mengingat 

· a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang t1dak sesua1 dengan 
nsumsi kebiJakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran anta.runit organisasi, antara kegiatan dan an.tar jems 
betanja, keadaan yang menyebabkan eiea lebih tahun anggaran 
scbclumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan, maka perlu d1lakukan Perubahan Anuaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. tahwa dalam rangka Pdaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negcri 
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimann tc!ah diubah bcberapa kal, 
terakhir dengan Peratur,!m Mcnten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 
201 l tcnt.ang Pcrubahan Kedua AUis Peraluran Menten Dalam Negen 
Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pcdoman Pcngclolaan Keuangan 
Daerah serta Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah Tahun 2017, maka Pcrubahan Anggaran Pendapat.an dan 
Bclanja Dacrah d1tetapkan dengan Peraturo.n Dacrah; 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagarmana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b, perlu menctapkan Pcraturan Daerah tcntang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupatcn Pin.rang Nomor 7 Tahun 
2016 ten.tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Plnrang Tahun l\nggaran 2017; 

I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten.tang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik ln.doneeia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Vndang Nomor 28 Tahun 1999 tenrang Penyeh:nggaraan 
Negara yang Bersih den Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepctreme 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851). 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

) 



4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan 
Negara JL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambuhan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

5 Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemenksaan 
Pcnge\olaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara 
Rcpubhk lndeneaia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan L.embaran Negara Rcpubbk Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang ?enmbangan 
Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pcmerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!ik lndoneara Nomor 4438), 

8. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 t.entang Pajak Daerah dan 
Rerribusr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
50491; 

9. Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuke.n 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, 1'ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234). 

10 Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tamba han I.embaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah drubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Unda:1g Nomor 23 1'ahun 2014 tcntang Pemcnnlahan Deerah 
(Lembo.ran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbara.n Negara 
Repubhk lndcneara Nomor 4502) sebegermana tela.h diubah dengan 
Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan La.ya.nan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indcneaia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana 
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Repubhk l11dones1a Negara Nomor 
4575); 

13 Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4576) sebaga!mona telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun '2010 tentang Pernbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Jnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor S 155); : 

I 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 
4578): 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pe!ayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kmerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
NeRara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pembenan dan Pemanfaatan Ineennf Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambnhnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161). 

18. Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stander 
Akuntansi Pemcnntahan (Lcmbaran Negara Repub!ik lndones1a Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 51651; 

19. Peraturan Pemerlntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendm oleh Wajib PaJak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

20 Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pmjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5219), 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 

22. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Adminiatratrf Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lebaran Negara Rcpublik Indonesia Tshun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelo!aan Keuangan Oaerah Kabuparen Pinrang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4), 

24. Peraturan Daernh Kabupatcn Plnrang 3 Tahun 2016 tentang 
Penyertaan Modal Pemcrintah Kabupaten Plnrang Kepada Perusahaan 
Daerah A1r Minum Tirta Sawitto (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinre na Tahun 2016 Nomor 31: 

25. Peraturnn Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
{Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 7); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pl.orang Nomor 7 Tahun 2017 rentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakuan Rakyat Daerah. s 

J 



Dengan Perserujuan Bersama 

DSWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE:N PINRANG 

dan 

BUPATI PJNRANG 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN 
PINRANG DERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal I 

Anggaran Pokok Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula 
berjumlah Rp.l 147.233.815.681,00 bcrtam'cah SCJUmlah Rp. 71.657.646.991,88 
sehingga menjadi Rp 1.218 891.462.672,88 dengan rincian sebagai benkut · 

a. Pcndapatan 
l) Scmula Rp. 1.147 .233.815.681,00 2) Bcnambah •e 71.657 .646.991,88 

Jumlah Pendapatan Setchah 
Perubaban Rp. 1,218.891.462.672 ,88 

b. Belanja 
I ) Semula Rp 1.176.120.988.28 l ,OO 2) Bcrtambah •e 191.287 914 784,85 

Jumlah Belanja Setelab 
Perubahan Rp. 1.367 .408.903.065,85 

Dcfialt Setelah Perubaban Rp. ! 148.517.440.39:l,97) 

c. II Penenmaan Pembrayaan 
l) Semula Rp. 28.887.172 600,00 2) Bert.am bah .!!L 119.630.267 792 97 

Jumlah Penel'hn.aau Pemblayaan 
Setelab Perubahan Rp. 148.Sl 7.440.392,97 

2) Pcngeluaran Pembrayaan 
l) Scmula Rp. 0,00 2) Bertambah R. 000 

Jumlah Pencclu•l'an Pcmblayaan 
Sctelah Perubah•n Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sctelah Penibaban Rp. 148.517.440.392,97 

SUlil. Leblb Pembiayaan Anggaran 
Setelah Perubahan Rp. o,oo 

104 546.048 492,00 
5 440 76 l .438,88 

Rp 
•e 

Pasal 2 
( I) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ?asal 1 huruf a tcrdiri dan : 

a Pendapatan Ash Daerah 
! I Semute 
21 Bertambah 



Jumlab Pendapatan Aall Daerab 
Setelah Perubaban Rp. 109.986.809.930,88 

b. Dana Perimbangan 
l ) Semula Rp. 927 .737 .779.000,00 
2) Bertambah Rp. 7 .367.271.000100 

JIUDlab Dana Perhnbanp.n 
Setelah Perubahan Rp. 9315.1015.0S0.000,00 

c Lam-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1) Semula Rp. 114.949.988.189 ,00 
2) Bertambah Rp 58.849.614.553,00 

Jumlab Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Bah Setelab 
Perubaban Rp. 173. 799.602, 742,00 

121 Pendapatan Ash Daerah sebagarmana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dan jerua pendape.tan : 

a. Hasil Pajak Daerah 
1) Semula Rp. 19.097.700 000,00 
21 Bertambah Rp. l .826.252.500100 

Jumlab Ha,U Pajak Daerah 
Setelab Perubaban Rp. 20.923.952.500,00 

b Hasil Retnbuaer Daerah 
1) Semula Rp. 3.613.536 000,00 
2) Bcrtambah Re. 101.000.000!00 

Jumlab Hull Retrlbuai Daerah 
Sotelah Perubaban Rp. 3.714.536.000,00 

c. Hasrl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Drpiaahkan 
l) Semu\a Rp. 10 224.012.492,00 
2) Bertambah ,•�e� ·----� l� .0� 1� 3� .S�O� B� .9�3� 8., ,8e:_ B 

Jumlab Hull Pengelolaan Kekayaa.n 
Daerah �anc Dlplaahb.n Setelah 
Perubahan Rp. 

d. Lain-Lain Pendaparan Ash Daerah Yang Sah 
lJ Semula Rp. 71.610.800.000,00 
2J Bertambah Rp. 2.soo.000.000,00 Jwnlab Laln,Laln Pendapatan ��----�======"'- 

Aali Daerah Yang Sah Setelah 
Perubaban Rp. 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b te rdtri dari 
jerus Pendapatan : 

a Bagi hastl Pajak/Bagi has!l Bukan PaJak 
l) Scmula Rp. 20.677.218.000,00 
2) Bcrtambah ,R�P� ·------''�3� 7·�•�•� 2�0�00= .oo"- 

Jumlah Bagi bull Pajak/Bagi hull 
Bukan Pajak Setelah Pcrubaban Rp. 

11.237 .521.430,88 

74.110.aoo.ooo,oo 

20.915.180.000,00 
b. Dana Alokati Umum 

I) Semula 
2) Berkurang 

Jumlah Da.oa Alokui Umum 
Setelah Perubahan 

Rp 
Rp 

Rp. 

702.399.157.000,00 
( 12.338.895. 000,00) 

690.060.262.000,00i 

I 



c. Dana Alokasi Khusus 
l) Semula 
2) Bertambah 

Jumlah Dana Alokaal Khusus 
Setelah Perubahan 

Rp 
Rp 

Rp. 

204.661.404 000,00 
19.468.204 000,00 

224.129.608.000,00 

3.079.132.570,00 
000 

Rp. 
R. 

(4) Lain-lain Pcndapatan Daerah Yang Sah scbaga..imana dimak,ud pada ayat 
(1) hur-uf c terd.iri dari jenis pendapatan : 

a Pendapatan Hibah 
l) Semula 
21 Tidak Bertambah 

Jumlah Pendapatan Hlbah 
Setelah Perubahan Rp. 3.079.132.570,00 

b. Dana Bagi Haatl Pajak dari Provins1 dan Pemenntah Daerah l..ainnya. 

11 ,, Semu!a 
Bertambah 
Jumlab Dana Bagi Haail Pajak 
dart Provinai clan Pemerintah 
Daerah Lalli.Dy• Setelah 
Perubahan 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

36.153.800.000,00 
14.848.227 572.00 

!S 1.002.027. 572,00 

c. Bantuan Keuangan dari Provins, atau dan Pemerinta.h Daerah L.ainnya : 

11 
21 

Semula 
Berkurang 
Jumlah Bantuan Keuancan dari 
Provins! ata.u darl Pemerlntah 
Daerab Laln..nya Setelah 
Perubaban 

d. Dana Transfer Lainnya 
l) Semula 
2) Bcrtambah 

Jumlah Dana Tranafer Lainnya 
Setelah Perubahan 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

I l.309.462.619,00 
[7.429.013.019 ,00) 

3,880.449.600,00 

64 407.593.000.00 
51.430 400.000,00 

115.837 .993.000,00 

Pasal 3 
( l) Belanja Dae rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b terdiri dari · 

a. Belanja Tidak Langaung 
I) Scmula 
21 Berkurang 

Jumlah Belanja Tldak Lana;sunc 
Setelah Perubaban 

Rp 
Rp 

Rp. 

712. 794.073.920,00 
(24.388.012 601,!5) 

688.406.061.318,85 

b. Belanja Langsung 
11 Semula 
2! Bertambah 

Jumlab Balanja lancaung 
Setelilh Perubahan 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

463.326.914 361,00 
215.675.927 .386,00 

679.002.841. 747,00 

(2) Bclanja Tidak L.angsung 
terdiri dari jenls belanja : 

a. Belanja Pegewer 

sebagermana dimaksud pada ayat (I) huruf a 



,, SemuJa Rp 617 513.531220,00 2) Berkurang Re. !30.343.335.60 l 115! 
.Juml&h Belanja Pepwal 
Setelab Perubahan Rp. 587.170.195.618,85 

b Belanja Hibah 
l ) Scmula Rp. l l.093.200.000,00 
2) Bertambah Re. 5.302.073.000100 

Jullllab B•laDJ• bJbah 
Setelah Perubahan Rp. 16.39!5.273.000,00 

c. Belanje Bantuan Sosial 
l ) Semula Rp. 650.000.000,00 2) Tidak' Bcrtambah R. o.oo 

Jumlah Bclanja Bantuan So•llill 
Setelah Pentbaban Rp. 650.000.000,00 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

2.500.000 000.00 

2.500.000.000,00 

81.037.342 700,00 
653.250 000,00 

81.690.592. 700,00 

Rp 
Rp 

d Bclanja Bantuan Keuangan kepada 
Pcmerintahan Oesa dan partai Pohtik 
1) Semul11 
2) Bcrtambah 

Jumlah BelanJa Bantuan 
Keuanp..11 Kepada Provt.nal/ 
Kabupaten/Kota dan Pemeritah&n 
De .. clan partal Polltlk Setelab 
Perubaban Rp. 

e. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula Rp 
2) Tidak Bertambah R . 

Jumlah Belanja Tidak Tcrduga �"------------'- 
Setelah Perubahan Rp. 

31.364.749.048,00 
9.1s1.112.000100 

265. l 06.982.395,00 
103.796.546.331,00 

166.855.182. 9 l 8.00 
102. 721.669.055,oo 

40.522.461.048,00 

368.903.528. 726,00 

269.!576.851.973,00 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp 
Rp. 

b. Belanja Barang da..n Jasa 
I) Semula 
2) Bertambah 

Jumlah Belanja Buang dan Jasa 
Setelab Perubahan 

c Belanja Modal 
I) semura 
2) Berkurang 

JuIDlab Belanja Modal Setelab 
Perubaban 

(3) Belanja Langsung sebagarmana dimaksud pada ayat {If huruf b terdtn dari 
jems belanja 

a Belanja Pcgawai 
l) Semula 
2) Bertambah 

Jumlab Belanja Pep.wal 
Setelab Perubahan 

Pasal 4 

[I) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c terdin dari 

I 

a Penerimaan Pembiayaan Daerah 
I) Semula 
2) Bcrtambah 

Rp 
Rp 

28.887.172 600,00 
119.630.267. 792,97 



0,00 

148.Sl 'T.440.392,97 

Jumlah Penerimaan Pemblayaan 
Daerab S.telah Perubahan Rp. 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
l) Semula Rp. 0,00 
2) Tidak Bertambah 0R�•� ·--------�o� ,o= o 

Jum.lah Penceluaran 
Setelah Perubahan Rp. 

28.887.172.600.00 
l 19.630.267 .792.97 

148.517.440.392,97 

Rp 
Rp. 

Rp. 
Jumlah SILPA Tahun Angaran 
Sebelumnya Setelah Perubahan 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
a terdiri dari jenis pembiayaan: 

S\LPA Tahun Anggaran Sebelumnya 
l I semura 
2) Bertambah 

Pasal 5 

Uraran leb,h lanJut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah 
sebagarmana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah int, terdtn dari 

I. Lampiran I 
2. Lampiran I! 

3. Lampiran Ill 

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
: Ringka&an Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, O�isesi 
: Rincian APBD menurut Urusan Pemermtahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Pendapatan, BelanJa dan Pembiayaan; 

4. Lamprran JV 

5. Lampiran V 

. Rekapitulaai Belanja Menurut Urusan Pemenntah 
Deerah, Orgaruaasi, Program dan Kegiatan: 

: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urus.an Pemerintahan Daerah dan F'ungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

s. Lampiran VJ 
7. Lampiran VII I 

8. Lamp,ran VII 2 
9. Lampiran V!J.3 
10. Lampiran V!IA 
ll. Lampiran VIII I 

· Dafiar Jumlah Pegawar Pergolongan dan Perjabatan, 
: Laporan Realiaasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
: Neraea Daerah; 
: Laporan Arus Kas, 
: Catatan Atas Laporan Keuangan; 
· Daftar Kegiatan-keglatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

yang Belum Draeteaaikan dan Dtanggarkan Kembah 
dalam Tahun Anggaran 1n1, 

12. Lamprran VIII 2 . Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 
yang Belum Diseleaaikan dan Dianggarkan Kcmbali 
Tahun ini; 

13 Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 6 
Bupan menet.apkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan.Belanja Daerah sebagw Landasan Operasional Pelaksanaan 

' Pasal 7 

Peraturan Daerah tru mulai ber!aku pada tanggaJ d1undangkan. l 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah lm dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. 

,._ ... ,,. n. 1 
I INTOSIIJ IJ!I-BJ l '• l 

' .. 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANO 
TAHUN 2017 Ao..<;I 

NOMOR REGJSTRAS! PERATURAN DAERAH KABUPATEN P!NRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR: 0-HK HAM.9.147 11 
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